LEMBARAN - DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN : 1988 SERI = C

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
' KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa urusan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan
salah satu urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan
yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah
Tingkat 1 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 24 Tahun 1979 jo. Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/
HK. 205/Phb—79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

b. bahwa, peraturan usaha rekreasi dan hiburan umum telah
diatur dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Tele-
komunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT—85.

¢. bahwa, pembinaan dan perkembangan usaha rekreasi dan
hiburan umum perlu lebih diarahkan sehingga dapat dicapai
daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.

d. bahwa, berhubung dengan hal tersebut dipandang perlu me
netapkan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan Peratur-
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
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Mengingat

Menetapkan :
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10.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Pembentuk-
an Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah

Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.

_Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penye-
rahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepa-
riwisataan kepada Daerah Tingkat I.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengem-
bangan Kepariwisataan Nasional.

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM. 292/HK.205/Phb—79 dan Nomor 208
Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerin-
tahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat L

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM. 70/PW.105/MPPT—85 tentang Peraturan Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Te-
ngah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH TENTANG USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kaliman-
tan Tengah.

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah.

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang
lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan
jasmani kepada umum.

Pemimpin usaha rekreasi hiburan umum adalah orang yang sehari-hari memim-
pin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha rekreasi dan hiburan umum.
Tamu adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan di bidang usaha
rekreasi dan hiburan umum dengan membayar.

Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan kepada Badan
Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat membangun tempat usaha rekreasi
dan hiburan umum.

Ijin mendirikan bangunan adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau
Usaha Perorangan untuk mendirikan bangunan baru atau memperbesar-bangun-
an usaha rekreasi dan hiburan umum.

Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk membangun baru, memperluas
kan atau merubah bangunan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 2

Termasuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud huruf C Pasal 1
Peraturan Daerah ini adalah :

a.

Taman rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis
fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung
unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dikawasan
tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan
minum serta akomodasi.

Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas un-
tuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum,

Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
un}uk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun seba-
gai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum
serta akomodasi.
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d. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah
raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi
dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman serta akomodasi.

e. Kolam memancing adalah svatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

f. Gelanggang permainan dan ketangkasan yaitu suatu usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan
dan minum.

g. Gelanggang bowling yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum,

h. Rumah billiard yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyedia-
an jasa pelayanan makanan dan minum.

i. Kelab malam yaitu suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari
dengan diiringi musik hidup, perfunjukan lampu dan menyediakan jasa pela-
yanan makan dan minum serta pramuria.

j. Diskotik yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk me-
nari dengan diiringi musik disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa
pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

k. Panti pijat yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan
makan dan minum,. '

1. Panti mandi vap yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk mandi vap sebagaimana usaha pokok.dan dapat dilengkapi dengan pijat
dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah
untuk .
a. memberikan dasar hukum bagi pendirian usaha rekreasi dan hiburan umum.

b. meletakkan dasar-dasar dan syarat-syarat yang dilakukan untuk usaha rekreasi
dan hiburan umum.
¢. meningkatkan mutu pelayanan kepada tamu usaha rekreasi dan hiburan umum
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d. memudahkan pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum

BAB 111
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modaln imiliki
: a dimil .
gara Indonesia, berbentuk badan usaha atau usaha perorangan. i warga ne

(2) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang modaln
: r ya patungan antara w
Indonesia dan warga negara asing, berbentuk perseroan terbatas (PT).arga hegard

BAB V
PENGUSAHAAN
Pasal §

(1) Usaha rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas

rekreasi dan hiburan umum sesuai d jent i
engan jenisnya sebagaimana dima
Pasal 2 Peraturan Daerah ini. ’ maksud

2) Persyarat.an teknis yang harus dipenuhi oleh setiap usaha rekreasi dan hiburan
umum dlmaksuq ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran | s/d X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Setiap usaha rekreasi dan hiburan ipimpi
: : umum dipimpin oleh impi -
reasi dan hiburan umum sesuai dengan jenisnya. ’ Pemimpin usaha rek

(2) Pemimpin usaha rekreasi dan hib ; o
kewajiban untuk : tburan umum dimaksud ayat (1) Pasal ini ber-

a ) .
memberikan perlindungan kepada tamu usaha rekreasi dan hiburan umum.

b. mengadakan tata buku i
perusahaan sesuai dengan -
undangan yang berlaku. S peratliran perundang

. . .
mencegah penggunaan usaha rekreasi dan hiburan umum dari kegiatan

kegiatan yang dapat men ;
gganggu keamanan dan ket
atau melanggar kesusilaan. n ketertiban umum d?n

d. Zsr;anigungkjawabdatas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkung-
Saha rekreasi dan hiburan umum sesuai den
undangan yans bt gan peraturan perundang-

BAB
PERIZINAN
' Pasal 7
(1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mentaati perjanjian kerja,
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keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahu-
an dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna mening-

katkan pelayanan.
Pasal 8
(1) Pembangunan atau perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum harus memiliki
persetujuan prinsip.
(2) Pengusahaan rekreasi dan hiburan umum harus memiliki Izin Usaha.

Pasal 9

(1) Persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan
Daerah ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) lzin mendirikan bangunan diberikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Dae-
rah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan batal karena hukum
apabila dalam waktu tersebut bangunan tidak didirikan.

(2) lzin usaha berlaku tidak terbatas dengan ketentuan wajib didaftarkan ulang
setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 11
(1) Izin usaha dimaksud ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dicabut apa-
bila :
a. memperolehnya secara tidak sah.

b. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lam-
piran I s/d X Peraturan Daerah ini.

mendirikan bangunan baru tanpa memiliki izin mendirikan bangunan.

d. perusahaan jatuh pailit.

e. tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha rek-
reasi dan hiburan umum yang diusahakan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata pembinaan
dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Gubernur
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Kepala Daerah.

(2) Pemimpin usaha rekreasi dan hiburan umum wajib menyampai
icti paikan laporan
statistik tamu dan perkembangan usahanya secara berkala k
Kepala Daerah. epada Gubernur

(3) Besarnya tarip tanda masuk disesuaikan dengan kemam
) puan masyarakat se-
tempat dan harus dilaporkan kepada Bupati/Walikotamad
Tingkat II yang bersangkutan. ya Kepala Daerah

(4) Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (]
(2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. yar (L) dan ayas

BAB VIl
RETRIBUSI

Pasal 13

€] ]’ferhadap usaha rekreasi dan hiburan umum dikenakan retribusi sebagai beri-
ut :

a.  Persetujuan prinsip sebesar Rp 50.000,~ (lima i i
. .000, puluh ribu rupiah).
b. Izin usaha sebesar Rp 60.000,— (enam puluh ribu rupiah). piah)

(2) Keterlambatan atas pembayaran retribusi sebagai i
Keter gatmana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokc);k rgtr)ibus?.

(3) Tatacara pemungutan retribusi sebagai i
gaimana dimaksud t ini di-
tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. eyat (1) Pasal in d

Pasal 14

Perimbangan pembagian hasil retribusi seba aimana di

ing a dimak

Daerah ini adalah sebagai berikut : : makend Pesal 13 Peraturan

2. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerint h insi i i
manton Ton ) erintah Propinsi Daerah Tingkat ] Kali-

b.  40% (empat puluh i
' persen) untuk Pemerintah Kabupaten/K
Tingkat Il yang bersangkutan. : paten/Kotamadya Dacrah

. 10% (sepuluh persen) dari bagi iteri i
) gian yang diterima oleh Pemerintah Kabupat
Kotamadya Daerah Tingkat I untuk Kas Daerah yang bersangkutan. paenf

BAB VIII

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM YANG
DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15

Tatacara dan s iri
_ yarat-syarat pendirian usaha rekreasi dan hiburan um i-
kuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerahu.m yene &
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Pasal 16

(1) Terhadap tamu usaha rekreasi dan hiburan umum yang dikuasai oleh Pemerin-
tah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dipungut
retribusi tanda masuk.

(2) Besarnya retribusi tanda masuk dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai
berikut : '
a. Hari-hari biasa:
—  anak-anak sebesar Rp 150,— (seratus lima puluh rupiah) perorang.
— dewasa sebesar Rp 400,— (empat ratus rupiah) per orang.

b. Hari besar/hari libur :

a. anak-anak sebesar Rp 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) per orang.
a. dewasa sebesar Rp 650,— (enam ratus lima puluh rupiah) per orang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,— (lima
puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran ketentuan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini yang berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana.

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaku-
kan pemeriksaan.

¢. menyuruh berhenti seseorang tesangka dan pemeriksa tanda pengenal diri
tersangka.
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d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.-

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup  bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik membe-
ritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga-
nya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-
jawaban.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peratur-
an Daerah ini membuat berita acara atau setiap tindakan tentang :

pemeriksaan tersangka
pemasukan rumah

penyitaan benda.
pemeriksaan surat
pemeriksaan saksi
pemeriksaan tempat kejadian.

moe oo

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Re-
publik Indonesia (POLRI)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Usaha rekreasi dan hiburan umum yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
telah memiliki izin usaha, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah
habis masa berlakunya atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan
Daerah ini berlaku,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelak-
sanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Palangka Raya, 6 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/1td
DIJAGAU LAMPE GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42-042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah;

Nomor 03 Tahun 1988
Tanggal 15 April 1988
Seri C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Mewakili,

Cap/ttd.

Irr E GERSON
NIP. 080 012 164
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LAMPIRANTI .

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR

05 TAHUN 1987

TANGGAL: 6 JUNI 1987.

Unsur Persyaratan

5

!
!
|
|
|
|
|
|

|

— e

I

! PERSYARATAN UMUM

} A. Lokasi

B. Luas dan Penataan
| lahan Tanaman Rek-
! reasi

__M___”,____,.-_ﬁ_.___mf_vA__*_,__-___*_**_. I

| C. Bangunan

|

D. Pintu Gerbang '

[ 381

o

[\

. Taman rekreasi mudah dicapai dengan

kendaraan bermotor roda empat.

. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan

tata kota dan rencana induk pengembang-
an Pariwisata Daerah.

. Lokasi harus bebas dari banjir.
. Untuk menjamin karyawan para pengun-

jung taman rekreasi harus bebas dari :
a. Bau yang tidak enak.

b. Debu dan asap.

¢. Air yang tercemar.

. Luas lahan taman rekreasi sekurang-ku-

rangnya 3 ha.

. Lahan yang diusahakan harus ditata dan

dibagi lebih lanjut dalam satuan ling-
kungan tertentu sesuai dengan peruntuk-
annya dengan memperhatikan kenyaman-
an pengunjung yang dituangkan dalam
gambar rencana dan study kelayakan.

. Semua bangunan yang berada di taman

rekreasi harus memenuhi ketentuan tata
bangunan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan peundang undangan yang ber-
laku,

. Gaya bangunan disesuaikan dengan kon-

disi lingkungan dan dianjurkan untuk me-
nampilkan ciri budaya daerah.

. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi
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II E. Tempat Parkir

FASILITAS YANG HA-
RUS TERSEDIA

A. Pertamanan

B. Arena bermain
anak-anak

C. Fasilitas Rekreasi
dan hiburan.

Fasilitas pelanan umum
1. Kantor

2. Tempat penerangan
(information)

3. Toilet

dengan jalur masuk dan jalur keluar yang
terpisah. '

2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan
karcis.

3. Terdapat papan nama yang jelas dan mu-
dah dibaca oleh umum.

Tersedia tempat parkir kendaraan dengan
luas yang cukup dan kondisi yang memadai
untuk menampung kendaraan bus.

Dalam pertamanan harus tersedia :

1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput
tanaman hias, atau tanaman bunga dan
pohon peneduh.

2. Jalan taman dan tempat duduk.

Arena bermain anak-anak harus aman teduh
dan nyaman dan menyediakan fasilitas ber-
main anak-anak yang mengandung unsur hi-
buran, pendidikan atau kebudayaan.

Harus tersedia sekurang-kurangnya 3 (tiga)
jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur
hiburan, pendidikan dan kebudayaan seperti
tercantum dalam tambahan Lampiran Per-
aturan Daerah inj.

Tersedia ruang kantor pengurus terpisah dari
fasilitas lain, dan mempunyai tanda yang
jelas.

Tersedia tempat penerangan bagi pengunjung
yang mudah diketahuj oleh umum.

Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah lantai tidak licin, warna lantai dan
dinding terang dan mudah dibersihkan.

Dengan jumlah yang cukup untuk masing-
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| masing fasilitas yang tersedia.

IIL

4. Fasilitas kebersihan

5.P3K

{ 6. Pos keamanan

| D. Instansi Teknik
1. Tenaga listrik

[39)

. Air bersih

3. Peralatan pencegahan
/pemadam kebakaran

4. Sistim tata suara

5. Sistim riolering dan
dan drainase

FASILITAS PELENGKAP
A. Jasa pelayanan makan-

an dan minum )

a. Tersedia paling sedikit 1 bak sampah be-
sar untuk menampung sampah dari salyr-
an taman rekreasi yang letaknya tidak
berdekatan dengan fasilitas rekreasi.

b. Tempat sampah dengan jumlah yang cu-
kup bagi setiap fasilitas rekreasi.

Harus tersedia alat P3K dalam jumlah yang
cukup.

Tersedia Pos Keamanan bagi i
pengunjun
yang mudah diketahui umum. sinne

a. Tersedia sumber Listrik dengan daya
yang cukup dan mempunyai sumber
daya cadangan.

b. Instansi listrik harus memenuhi persya-
ratan teknis peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku,

Tersedia sumber air bersih yang meme
nuhi syarat sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan ketentuan perundang-undang-
an yang berlaku.

Tiap bangunan harus dilengkapi oleh alat
pemadam kebakaran dengan jumlah yang
cukup.

Ha'rus mempunyai sistim tata suara yang
baik dan dapat digunakan untuk pengu-
muman dan untuk keperluan lainnya.

a. Sistim riolering untuk tiap bangunan
harus dilengkapi dengan septictang.

b. Drainase yang baik harus mencakup
seluruh taman rekreasi dan berhubungan
dengan sistim saluran pembangunan air
umum.

Taman rekreasi dapat dilengkapi dengan
rumah makan atau jasa pelayanan makan
dan tempat penyediaan minum dan lainnya
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Iv.

B. Fasilitas akomodasi

C. Lain-lain

ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN

A. Tenaga kerja

B. Administrasi penge-
lolaan

TAMBAHAN LAMPIRAN
TAMAN REKREASI

b

Tentang

dan harus memenuhi ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Taman rekreasi dapat dilengkapi dengan
hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan
harus memenuhi ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

Taman rekreasi dapat dilengkapi :

1. Tempat penjualan cendera mata dan ba-
rang keperluan lainnya.

2. Tempat ibadah.

3. Angkutan di dalam taman rekreasi.

4. Pramuwisata.

1. Tenaga kerja dari taman rekreasi terdiri
dari :

a. Tenaga pimpinan, dengan tingkat pen-
didikan SMTA dan berpengalaman se-
kurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di-
bidang usaha rekreasi dan hiburan.

b. Tenaga administrasi dan keuangan, de-
ngan pendidikan sekurang-kurangnya
SMEA atau yang sederajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kese
hatannya secara periodik sekurang-ku-
rangnya 1 kali dalam setahun.

Sistim administrasi dan pengelolaan harus
memenuhi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Fasilitas rekreasi yang mengandung unsur
hiburan pendidikan dan kebudayaan :

r—— .
. Gelanggang renang atau kolam renang.

. Padang golf.

. Pemandian alam

. Kolam memancing

. Gelanggang permainan dan ketangkasan

(Amusement Centre).

. Gelanggang bowling

. Rumah billiard

. Kelab malam

. Diskotik

. Panti pijat

. Panti mandi uap

. Bioskop

. Pusat seni dan pameran

. Dunia fantasi (Thema park)
. Teater/panggung terbuka

. Teater tertutup

. Taman satwa dan pentas pertunjukan

satwa

. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air.
. Sarana dan fasilitas olah raga ditempa

terbuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,

DJAGAU LAMPE

Palangka Raya, 6 Juni 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

GATOT AMRIH, SH
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor 973.435.42—042 Tanggal, 15 Januari 1988. LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 1987

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah; TANGGAL 6 JUNI 1987

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
GELANGGANG RENANG

98

Cap/ttd
Drs. MOEGIANTO ; No. Unsur Persyaratan f Uraian Persyaratan
IUrut ! :
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - —— —_ —_—————————
Kalimantan Tengah; O 2 : 3
Nomor : 03 Tahun 1988 ———t e ———— 4 ———————— —— —————— e
Tanggal 15 April 1988 ‘ |
Sor® c P I | UMUM |
A. Lokasi 1. Gelanggang renang harus mudah dicapai

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1

kendaraan roda empat.

KALIMANTAN TENGAH 2. Lokasi harus sesuai den,
co2 gan perencanaan
SEKRETARIS WILAY AH/DAERAH, ! tata kota dan rencana induk pengembang-
Mewakili, | an Pariwisata Daerah.
Cap/ttd. 3. Lokasi harus bebas dari banjir.

Ir. EEGERSON
NIP. 080 012 164

B. Luas dan penataan
lahan

C. Bangunan

4. Untuk kenyamanan pengunjung gelang-
gang renang harus bebas dari :
a. bau yang tidak enak
b. debu dan asap.
c. air yang tercemar.

kurang-kurangnya 1 ha.

(393

. Lahan yang diusahakan harus ditata dan
dibagi lebih lanjut dalam satuan ling-
kungan tertentu yang sesuai dengan
peruntukannya dengan memperhatikan
dalam gambar rencana dan study kelayak-
an.

|
|
|
!
|
|
|
|
|
i 1. Luas lahan untuk gelanggang renang se-
!
|
|
i
|
}
|
|

3. Tersedia pagar permanen atau pagar hi-
dup agar terlindung/tertutup pandangan

t dari luar.

{ 1. Semua bangunan yang berada di gelang

! gang renang harus memenuhi ketentuan

tata bangunan dan sesuai dengan peratur-

an perundangan yang berlaku.
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II.

E. Tempat parkir

FASILITAS YANG
HARUS TERSEDIA

A. Kolam renang

B. Fasilitas renang

C. Pertamanan

2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kon-
disi lingkungan dan dianjurkan untuk
menampilkan ciri budaya daerah.

1. Disediakan pintu gerbang yang dilengkapi
dengan jalur masuk dan keluar yang ter
pisah.

2

. Tersedia tempat penjualan karcis pada
jalur masuk.

3. Terdapat papan nama usaha yang jelas
dan mudah dibaca.

1. Tersedia tempat parkir kendaraan dengan
luas yang cukup dan kondisi yang mema-
dai untuk menampung kendaraan bis.

Dalam gelanggang renang harus tersedia se-
kurangnya 2 {dua) jenis kolom renang yaitu:
1. Kolam renang anak-anak.
2. Kolam renang diewasa
yang Kkesemuanya harus memenuhi syarat
sesuai peruntukannya berdasarkan keten-
tuan peraturan perundangan yang berla-
ku.

1. a. Kamar ganti pakaian yang terpisah
untuk pria dan wanita.

b. Jumlah kamar ganti pakaian disesuai-
kan dengan kapasitas kolom renang
sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

2. Tempat penitipan pakaian dan barang
berharga.

3. Tempat cuci kaki terletak pada jalan
munuju kolam renang.

4. Tempat bilas.

Dalam pertamanan harus tersedia :
Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput ta-
naman hias dan pohon peneduh.

to

—

. Arena bermain anak-

anak

. Instansi teknik
. Air bersih

. Tenaga listrik

. Sistim penjernihan air
. Pemadam kebakaran
. Sistim tata suara

. Sistim reolering dan

drainase.

. Sarana pelayanan

umum

. Kantor
. Toilet

Arena bermain anak-anak harus teduh dan
nyaman dan menyediakan fasilitas bermain
anak-anak.

Tersedia sumber air yang berasal dari PAM
atas sumber alam dan harus memenuhi sya-
rat sesuai dengan peruntukannya berdasar-
kan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya
yang cukup dan mempunyai sumber
daya cadangan.

b. Instansi listrik harus memenuhi ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.

Harus memiliki sistim penjernihan air dengan

kapasitas yang sesuai dengan jumlah volume
kolam renang yang ada.

Tiap bangunan harus dilengkapi oleh alat
alat pemadam kebakaran dengan jumlah
yang cukup.

Harus mempunyai sistim tata suara yang
baik dapat digunakan untuk pengumuman
untuk keperluan lainnya.

a. Sistim reolering untuk tiap bangunan
harus dilengkapi dengan septic tank.

b. Drainase yang baik harus mencakup selu-
ruh gelanggang renang dan berhubungan
dengan saluran pembuangan air umum.

Tersedia kantor untuk mengelola yang
terpisah dari fasilitas lain dan mempunyai
tanda yang jelas.

Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah, lantai tidak licin warna lantai dan
dinding terang, mudah dibersihkan dan
dengan jumlah yang cukup
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I

Iv.

3. Fasilitas kebersihan

4. P3K

KAPAN

1. Jasa makanan dan
minuman

2. Lain-ain

ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN

A. Tenaga kerja

B. Administrasi
pengelolaan

FASILITAS PERLENG-

Tersedia tempat sampah dengan jumlah
yang cukup untuk seluruh fasilitas di gelang-
gang renang.

Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah
yang cukup.

Dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan
jasa makanan dan minuman yang memenuhi
ketentuan peraturan perundangan yang ber-
laku.

Dapat dilengkapi dengan tempat penjualan
atau penyewaan kebutuhan rekreasi renang.

1. Tenaga kerja dari gelanggang renang ter-
diri dari :

a. Tenaga pimpinan, dengan tingkat pen-
didikan SMTA dan berpengalaman se-
kurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bi-
dang usaha rekreasi dan hiburan umum

b. Tenaga administrasi dan keuangan de-
ngan tingkat pendidikan sekurang-ku-
rangnya SMEA atau yang derajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

d. Tenaga penyelamatan renang.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kese-
hatannya secara periodik sekurang-ku-
rangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) ta-
hun.

Sistim administrasi dan pengelolaan harus
memenuhi ketentuan perundangan yang ber-
laku.

Palangka Raya, 6 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
DJAGAU LAMPE

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—-042 Tanggal, 15 Januari 1988,

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Dis. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah;

Nomor : 03 Tahun 1988

Tanggal : 15 April 1988

Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAY AH/DAERAH,

Mewakili,
Cap/ttd.

I. EGERSON
NIP. 080 012 164
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LAMPIRAN III  PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL : 6JUNI 1987

PEMANDIAN ALAM

No. Urusan Persyaratan Uraian Persyaratan
Urut
[ S

1| 2 3

L PERSYARAT UMUM

A. Lokasi 1. Pemandian alam mudah dicapai dengan
kendaraan bermotor roda empat.

2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan
tata kota.

3. Untuk menjamin kenyamanan para pe
ngunjung, pemandian alam harus bebas
dari :

a. Bau yang tidak enak.
b. Debu dan asap.
c. Air yang tercemar

B. Luas dan penataan 1. Lahan yang diusahakan harus ditata dan
lahan pemandian dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkung-
alam an tertentu sesuai dengan peruntuk-

annya dengan memperhatikan kenyaman-

an pengunjung yang dituangkan dalam
gambar rencana dan study kelayakan.

2. Tersedia pagar permanen atau pagar
hidup sehingga pemandian alam terlin-
dung/tertutup pandangan dari luar.

C. Bangunan. 1. Semua bangunan yang terdapat dipeman-
dian alam alam harus memenuhi ketentu-
an tata bangunan sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.

2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kon-
disi lingkungan dan dianjurkan untuk me-
nampilkan ciri budaya daerah.

104

1.

D. Pintu gerbang

E. Tempat parkir

FASILITAS YANG
TERSEDIA
A. Tempat pemandian

B. Fasilitas lainnya

C. Fasilitas pelayanan
umum
1. Kantor

2. Toilet

3. Tempat pembayaran
4. Fasilitas kebersihan

1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi
dengan jalur masuk dan jalur keluar yang
terpisah.

[3S]

- Dianjurkan masuk tesedia tempat penjual-
an karcis.

3. Terdapat papan nama yang jelas dan mu-
dah dibaca oleh umum.

Tersedia tempat parkir kendaraan dengan
luas yang cukup dan kondisi yang memadai
untuk menampung kendaraan bis.

1. a. Tempat pemandian alam dapat berupa

sumber air panas alam atau air terjun

b. Kwalitas air harus memenuhi syarat

sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

2. Khusus untuk pemandian alam air panas
harus tersedia dalam pemandian atau
kamar mandi yang tertutup dan
terpisah untuk pria dan wanita.

Tersedia fasilitas :

1. Tempat duduk pengunjung

2. Tempat berjemur pengunjung

3. Tempat ganti pakaian dan bilas umum
untuk pria dan wanita secara terpisah
dengan jumlah yang cukup sesuai dengan
kapasitas pengunjung.

Tersedia ruangan kantor untuk pengelolaan
yang mempunyai tanda yang jelas.

Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara
terpisah dengan jumlah yang cukup.

Tersedia tempat pembayaran
Tersedia tempat-tempat sampah dalam jum-
lah yang cukup.
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D. Instansi teknik
1. Air bersih

2. Peralatan pencegah-
ah dan pemadam
kebakaran

3. Sistim pembuangan
limbah dan drainase

FASILITAS PERLENG-

KAPAN

A. Jasa pelayanan makan
dan minum

B. Fasilitas akomodasi

C. Tenaga listrik

D. Lain-lain

3

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah
yang cukup

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat sesuai dengan peruntukannya ber-
dasarkan ketentuan perundangan yang ber-
laku.

Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat
pemadam kebakaran berupa tabung gas
kebakaran dengan jumlah yang cukup.

1. Sistim pembuangan limbah yang meme
nuhi persyaratan sanitasi dan hygiene
sesuai peraturan yang berlaku.

2. Drainase yang baik harus mencakup se-
luruh pemandian alam.

Suatu usaha pemandian alam dapat dileng-
kapi dengan rumah makan atau tempat pe-
nyediaan jasa pelayanan makan dan minum
lainnya dan harus memenuhi ketentuan per-
undangan yang berlaku.

Suatu usaha pemandian alam dapat dileng-
kapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi
lainnya dan harus memenuhi ketentuan per-
undangan yang berlaku.

1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang
cukup .

2. Instalasi listrik harus memenuhi keten-
tuan perundangan yang berlaku.

Suatu usaha pemandian alam dapat dileng-

kapi :

1. Tempat penyewaan atau penjualan per-
alatan dan perlengkapan untuk mandi.

2. Tempat penjualan cendera mata.

3. Sistim tata suara untuk musik dan pengu-
muman.

Iv. ADMINISTRASI DAN

PENGELOLAAN
A. Tenaga kerja

B. Administrasi pengelola-
an

1. Tenaga kerja dari pemandian alam terdiri
dari :

a. Tersedia pimpinan dengan tingkat pen-
didikan sekurang-kurangnya SMPT
atau yang sederajat

b. Tenaga administrasi dan keuangan de-
ngan tingkat pendidikan sekurang-ku-
rangnya SMTP atau sederajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kese-
hatannya secara periodik sekurang-ku-
rangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Sistim administrasi dan pengelolaan harus
memenuhi ketentuan perundangan yang
berlaku.

DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,

Cap/ttd

. DJAGAU LAMPE

Palangka Raya, 6 Juni 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

GATOT AMRIH, SH
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Dris. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Nomor 03 Tahun 1988

Tanggal 15 April 1988

Seri C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAY AH/DAERAH,
Mewakili,

Cap/ttd.

Ir. EE GERSON
NIP. 080 012 164

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR
TANGGAL

05 TAHUN 1987
6 JUNI 1987

Unsur Persyaratan

Uraian Persyaratan

2

PERSYARATAN UMUM
A. Lokasi

B. Luas dan penataan
lahan padang folf

C. Bangunan

D. Pintu gerbang

E. Temmpat parkir

e e Rttt

(]

. Padang golf mudah dicapai dengan ken-

daraan bermotor roda empat.

. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan

tatakota.

. Lokasi harus bebas dari banjir.
. Untuk menjamin kenyamanan para pe-

ngunjung padang folf harus :
a. Bau yang tidak enak :
b. Debu dan asap

. Lahan yang diusahakan harus ditata dan

dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkung-
an tertentu sesuai dengan peruntukannya
dengan memperhatikan kenyamanan pe-
ngunjung, yang dituangkan dalam gambar
rencana.

. Tersedia pagar permanen atau pagar hi-

dup sebagai pasar pengaman.

. Semua bangunan yang ada dipadang golf

harus memenuhi ketentuan tata bangunan
dan sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

. Gaya Bangunan disesuaikan dengan kon-

disi lingkungan dan dianjurkan untuk
menampilkan ciri budaya daerah.

Tersedia papan nama usaha yang jelas dan
mudah dibaca oleh umum dipintu gerbang
atau pintu masuk.

Tersedia tempat parkir kendaraan dengan
luas yang cukup dan kondisi yang memadai
untuk menampung kendaraan roda empat.
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FASILITAS YANG
HARUS TERSEDIA
A. Lapangan golf

B. Fasilitas lainnya

C. Fasilitas pelayanan
umum
1. Kantor
2. Fasilitas kebersih-
an
3. P3K

D. Instalasi teknik
1. Listrik

2. Air bersih

3. Peralatan pencegah-
an dan pemadam
kebakaran.

4. Sistim pembuangan
limbah dan drainase.

Lapangan golf yang dibangun disesuaikan
dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Tersedia bangunan untuk penyediaan fasili-

tas :

1. Tempat penjualan atau penyewaan per-
alatan

2. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wani-
ta yang terpisah masing-masing dilengkapi
dengan kamar mandi dan WC serta tem-
pat penyimpanan barang.

3. Tempat pembayaran dengan alat perleng-
kapannya dan tempat penitipan barang
berharga.

4. Ruang tempat istirahat.

Tersedia ruang kantor untuk pengelola
Tersedia tempat-tempat sampah dalam jum-
lah yang cukup.

Tesedia perlengkapan P3K. dalam jumlah
yang lengkap. -

a. Tesedia sumber listrik dengan daya yang
cukup.

b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

tersedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat sesuai dengan peruntukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan yang ber-
laku,

Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat
pemadam kebakaran dengan jumlah yang
cukup.

a. Sistem pembuangan limbah yang meme-
nuhi persyaratan sanitasi dan higiene
sesuai peraturan yang berlaku.

IIL

Iv.

FASILITAS PERLENG-

KAPAN

A. Jasa pelayanan makan
dan minum

B. Fasilitas akomodasi

C. Lain-lain

ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN
A. Tenaga kerja

B. Administrasi pengelola-
an.

b. Drainase yang baik harus mencakup
seluruh padang golf dan berhubungan
dengan sistim saluran pembuangan air
umum.

Padang golf dapat dilengkapi dengan rumah
makan atau tempat penyediaan jasa pelayan-
an makan dan minum lainnya dan harus me-
menuhi ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku,

Padang golf dapat dilengkapi dengan hotel
atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus
memenuhi Ketentuan peraturan perundang-
an yang berlaku.

Padang golf dapat dilengkapi dengan ruang
an pelayanan jasa pijat dan tempat ibadah.

1. Tenaga kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan
sekurang-kurangnya SMTA dan penga-
laman kerja 3 (tiga) tahun di bidang
usaha padang golf.

b. Administrasi dan keuangan dengan
tingkat pendidikannya sekurang-ku-
rangnya SMEA atau yang sederajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

d. Cady

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kese-
hatannya secara periodik sekurang-ku-
rangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Sistim administrasi pengelolaan harus meme-
nuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
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Palangka Raya, 6 Juni 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
DJAGAU LAMPE GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah;

Nomor ;03 Tahun 1988

Tanggal : 15 April 1988

Seri i C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Mewakili,
Cap/ttd.

I E GERSON
NIP. 080012 164
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LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN

TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL : 6 JUNI 1987
KOLAM MEMANCING
I ;J(: ‘} Unsur Persyaratan Uraian Persyaratan
i Urut {
}____}_,___ N S ——
b | 2 3
I | PERSYARATAN UMUM
A. Lokasi .1. Kolam memancing mudah dicapai dengan

kendaraan bermotor roda empat.
. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan
tata kota.
3. Lokasi harus bebas dari banjir.
4. Untuk menjamin kenyamanan para pe-
ngunjung harus bebas dari :
a. Bau yang tidak enak.
b. Debu dan asap
c. Air yang tercemar

ro

.

B. Luas dan penataan
lahan

. Luas lahan sekurang-kurangnya 0,5 ha

2. Tersedia pagar permanen atau pagar hi-
dup sehingga kolam memancing terlin-
dung/tertutup pandangan dari luar.

C. Bangunan 1. Semua bangunan yang ada dikolam me-
mancing  harus memenuhi ketentuan
tata bangunan dan sesuai dengan keten-
tuan perundangan yang berlaku.

2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kon-
disi lingkungan dan dianjurkan untuk

menampilkan ciri budaya daerah.

1. Pintu gerbang harus dilengkapi dengan
papan nama usaha yang jelas dan mudah
dibaca oleh umum.

D. Pintu gerbang

2. Pintu gerbang dilengkapi dengan tempat
penjualan tiket memancing.

E. Tempat parkir Tersedia tempat parkir kendaraan dengan
luas yang cukup dan kondisi yang memadai
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| untuk menampung kendaraan roda empat.
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1L FASILITAS YANG
HARUS TERSEDIA
A. Kolam memancing

B. Fasilitas memancing

C. Sarana pelayanan
umum
1. Toilet

2 Fasilitas kebersihan

3. P3K

D. Instalasi teknik

FASILITAS PERLENG-
KAPAN

A. Jasa pelayanan makan
dan minum

B. Lain-lain

ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN
A. Tenaga kerja

v
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Kolam memancing harus memenuhi keda-
laman minimal 1 meter.

Kolam memancing harus dilengkapi payung
dan bangku untuk memancing.

Tersedia toilet bagi pria dan wanita yang
cukup dan memenuhi persyaratan hygiene
dan sanitasi yang berlaku.

Tersedia tempat sampah di tempat meman-
cing dengan jumlah yang cukup.

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah
yang cukup.

Tesedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat dan sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Kolam memancing dapat dilengkapi de-
ngan tempat penyediaan jasa makanan dan
minuman yang memenuhi ketentuan per-
undangan yang berlaku.

Kolam memancing dapat dilengkapi dengan
taman bunga dan pohon peneduh, tempat
penjualan dan penyewaan alat memancing,
sistim tatasuara, musik dan tempat ibadah.

1. Tenaga kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan
sekurang-kurangnya SMTP atau yang
sederajat.

b. Administrasi dan keuangan dengan
tingkat pendidikan sekurang-kurang-

3

B. Administrasi pengelola-
an

nya SMTP atau sederajat

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kese-
hatannya secara periodik sekurang-ku-
rangnya 1 (satu) kali dalam setahun,

Sistim administrasi dan pengelolaan harus

memenuhi ketentuan perundangan yang
berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH

WAKIL KETUA,
Cap/ttd
DJAGAU LAMPE

Palangka Raya, 6 Juni 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd
GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—-042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Drs.

MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Kalimantan Tengah;

Nomor
Tanggal
Seri

- |

03 Tahun 1988
15 April 1988
C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Mewakili,
Cap/ttd.

Ir. E GERSON

NIP. 080 012 164

115



LAMPIRAN V]

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL: 6 JUNI 1987

GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN

=N0.
. |Urut

|
I

Unsur Persyaratan

Uraian Persyaratan

1
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2
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PERSYARATAN UMUM
A. Lokasi

B. Luas dan penataan
ruangan gelanggang
permainan dan ke-
tangkasan

C. Bangunan

D. Tempat parkir
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1. Gelanggang permainan dan ketangkasan
mudah dicapai dengan kendaraan bermo-
tor roda empat

2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan
tata kota

3 Tidak berada atau dekat dengan daerah
pemukiman penduduk, tempat peribadat-
an dan sekolah.

Luas dan penataan ruangan harus  memper-
hatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi
serta jumlah fasilitas yang tersedia.

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan
tata bangunan dan sesuai dengan per-
aturan perundangan yang berlaku.

2. Dapat merupakan bangunan tersendiri
atau bagian dari suatu bangunan yang di-
sewa.

3. Tersedia papan nama usaha dibangunan
depan yang jelas dan mudah dibaca
umum.

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor
dengan luas yang cukup dan kondisi yang
memadai untuk menampung kendaraan
roda empat.

FASILITAS YANG

HARUS TERSEDIA

A. Fasilitas permainan
dan ketangkasan

B. Fasilitas pelayanan
umum
1. Kantor
2. Toilet

3. Fasilitas kebersihan

4. Kursi penonton

5. P3K

C. Instalasi teknik
1. Tenaga listrik

2. Air bersih

3. Sistim sirkulasi
udara

4. Peralatan pencegah-
an dan pemadam
kebakaran

—————y

1. Tersedia peralatan permainan ketangkas-
an dan atau mesin permainan.

. Kursi tempat duduk pemain

- Tempat penukaran coin (uang keping).

. Tempat pembayaran.

S WL

Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
Tesedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah bagi pengunjung dengan jumlah
yang cukup.

Tersedia tempat -tempat sampah dalam jum-
1ah yang cukup.

Tersedia kursi bagi para penonton permainan
dan ketangkasan.

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah
yang cukup

a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang
cukup dan mempunyai sumber daya lis-
trik cadangan.

b. Instalasi listrik harus memenuhi keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku

Tesedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat sesuai dengan peruntukannya berda-
sarkan ketentuan-ketentuan perundangan
yang berlaku.

Tersedia sistim ventilasi ruangan untuk sirku-
lasi udara yang baik.

a. Tersedia peralatan pencegahan dan pema-
dam kebakaran dengan jumlah yang cu-
kup.

b. Tersedia pintu darurat.
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i 1 [ 2 3
e 5
I11. | FASILITAS PERLENG-
KAPAN
Jasa pelayanan makan Suatu usaha gelanggang permainan dan ke-
dan minum tangkasan dapat dilengkapi dengan penye-

diaan jasa pelayanan makan dan minum
yang memenuhi ketentuan peraturan per-
undangan yang berlaku.

1v. | ADMINISTRASI DAN

PENGELOLAAN

A. Tenaga kerja 1. Tenaga kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan
sekurang-kurangnya SMTP dan berpe-
ngalaman kerja 3 (tiga) tahun dibidang
usaha gelanggang permainan dan ke-
tangkasan.

b. Administrasi dan keuangan dengan
tingkat pendidikan sekurang-kurang-
nya SMTP atau yang sederajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

B. Administrasi penge- Sistim administrasi dan pengelolaan harus
lolaan memenuhi ketentuan perundangan yang
berlaku.

Palangka Raya, 6 Juni 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
DJAGAU LAMPE GATOT AMRIH, SH
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat K,
eput
Nomor 973.435.42-.042 Tanggal, 15 Januari 1988, putusan

D‘irektorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah:
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah, ,

Cap/ttd
Dis. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propjnsi i
Kalimansan Tongan. ropinsi Daerah Tingkat I
Nomor : 03 Tahun 1988

Tanggal © 15 April 1988

Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Mewakili,

Cap/ttd.

Irr EE.GERSON

NIP. 080 012 164
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LAMPIRAN ViI PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL: 6 JUNI 1987
GELANGGANG BOWLING
_____ | : e
|lNo. |I Unsur Persyaratan ‘I Uraian Persyaratan
lUrut : |
| | —— :; S ————
b1 2 | 3
— T —mm
' 1. | PERSYARATAN UMUM |
I ! A. Lokasi I 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor
; !; : roda empat.
! } I 2. Sesuai dengan Peraturan tatakota
,' } B. Luas dan penataan : Luas dan penataan ruangan harus memperha-
| | | tikan kenyamanan pengunjung dan fungsi
: : } dari fasilitas yang tersedia.
: I C. Bangunan : 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan
} ,‘ : tata bangunan dan sesuai dengan ketentu-
| | | an peraturan perundangan yang berlaku.
,' : l| 2. Tersedia papan nama usaha dibangunan
! ! | papan yang jelas dan mudah dibaca oleh
Il : : umum. .
: { D. Tempat parkir } Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor
! | | dengan luas yang cukup dan kondisi yang
: : : memadai untuk menampung kendaraan roda
: : : empat.
| | |
'III. ‘l FASILITAS YANG :
| i HARUS TERSEDIA | . _
'| 'l A. Jalur Bowling : Tersedia sekurang-kurangnya 6 jalur bowling
: II ll dengan peralatan permainannya.
! | B. Fasilitas lainnya | Tersedia fasilitas :
I f 1 1. Papan nilai
]| '. : 2. Tempat penyimpanan perlengkapan pe
! ' 'I main
: : { 3. Kursi tempat duduk pemain dan penilai.
: { 'l 4. Tempat pembayaran yang dilengkapi:
1 I | a_ Kas register
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C. Fasilitas pelayanan

umum
1. Kantor
2. Toilet

3. Fasilitas kebersihan
4. Bangku/kursi

5. Tempat penyewaan

6. P3K

D. Instalasi teknik

1. Tenaga listrik

2. Air bersih

3. Sistim sirkulasi

dan permatur

4. Sistim pencegahan

dan pemadam
kebakaran

5. Sistimn tata suara

. Sistim pembuangan
limbah dan drai-
nage.

b. Tempat penyimpanan barang berharga.
Fasilitas pelayanan umum untuk pemain
dan pengunjung.

Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
Tesedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah bagi pengunjung dengan jumlah
yang cukup.

Tersedia tempat sampah dengan jumlah
yang cukup.

Tersedia bangku/kursi bagi pengunjung yang
menonton permainan bowling.

Tesedia tempat penyewaan atau toko yang
menyewakan  atau menjualkan peralatan
dan perlengkapan untuk bermain bowling.

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah
yang cukup.

a. Tersedia sumber listrik dengan daya cu-
kup dan mempunyai sumber daya ca-

dangan.
b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.

TPesedia sumber air bersih yang memerlukan
Syarat sesuai dengan peruntukannya berda-
sarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tersedia peralatan pencegahan dan pema-
dam kebakaran berupa : alarm, dan tabung
‘gas pemadam  kebakaran dengan jumlah
yang cukup.

Tersedia sistim tata suara (sound systim)
untuk pengeras suara dan musik.

Tersedia sistim tata suara dan musik.
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IIL. FASILITAS PERLENG-

KAPAN

A. Jasa pelayanan makan
dan minum

B. Lain-lain

Iv. ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN

A. Tenaga kerja

B. Administrasi dan
Pengelolaan.

Suatu usaha gelanggang bowling dapat di-
lengkapi dengan rumah makan atau tempat
minum lainnya dan harus memenuhi keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku.
Telepon untuk umum.

1. Tenaga kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-
kurangnya SMTA dan berpengalaman
kerja 3 (tiga) tahun di bidang usaha
bowling.

b. Administrasi dan keuangan dengan
tingkat pendidikan sekurang-kurang.
nya SMEA atau sederajat.

c. Tenaga pelaksana harian dan keaman-
an.

2. Semua tenaga harus diperiksa kesehatan-
_ nya secara periodik sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam setahun.

Sistim administrasi dan pengelolaan harus
memenuhi ketentuan perundangan yang ber-
laku,

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,

Cap/ttd

DJAGAU LAMPE
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Palangka Raya, 6 Juni 1987
GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Cap/ttd

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah:
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Dis. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Kalimantan Tengah;

Nomor : 03 Tahun 1988

Tanggal ;15 April 1988

Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAY AH/DAERAH,

Mewakili,
Cap/ttd.

I E GERSON

NIP. 080 012 164
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N
i No.

| Urut

LAMPIRAN VIII

RUMAH BILLIARD

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL: 6 JUNI 1987

Unsur Persyaratan

Uraian persyaratan

1

~
P

L

I
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PERSYARATAN UMUM
A. Lokasi

B. Luas dan penataran
ruangan

C. Bangunan

D. Tempat parkir

FASILITAS YANG
HARUS TERSEDIA
A. Meja billiard

B. Fasilitas lain

o o e e e o e e e e e e e e e

1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor
roda empat.
2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.

Luas dan penataran ruangan harus memper-
hatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi
dari fasilitas yang tersedia.

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan ta-
tabangunan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tersedia papan nama usaha di bangun
di depan yang jelas dan mudah dibaca
umum,

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor
dengan luas yang cukup dan kondisi yang
memadai. untuk menampung kendaraan roda
empat.

Tersedia sekurang-kurangnya 4 meja billiard.

1. Tersedia peralatan :

a. tingkat penyodok (stick) dengan jum-
lah yang cukup sesuai dengan jumlah
meja billiard.

b. bola billiard.

. kapur tongkat penyodok.
. papan nilai dan alat tulisnya.

a o

HI.

C. Fasilitas pelayanan
umum
1. Kantor
2. Toilet

D. Instansi teknik
1. Tenaga listrik

2. Air bersih

3. Sistim sirkulasi
pengaturan suhu
udara.

4. Sistim pencegahan
kebakaran.

5. Sistim pembuangan
limbah dan drai-
nase

FASILITAS PERLENG-
KAPAN

Jasa pelayanan makan
dan minum

2. Tersedia lampu penerangan pada setiap
meja.
3. Tersedia kursi duduk pemain.

Tersedia ruangan kantor pengelola.

Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah  bagi pengunjung dengan jumlah
yang cukup.

a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang
cukup dan mempunyai sumber daya ca-
dangan .

b. Instansi listrik harus memenuhi ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat sesuai dengan peruntukannya ber-
dasarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi
udara dan atau pengaturan suhu udara harus
baik.

a. Tersedia peralatan pencegahan dan pema-
dam kebakaran berupa alaram dan ta-
bung pemadam kebakaran.

Sistim pembuangan limbah yang memenuhi
persyaratan sanitasi dan Hygiene serta drai-
nase sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Suatu usaha rumah billiard dapat dilengkapi
dengan tempat penyediaan jasa pelayanan
makan minum dan harus memenuhi keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku.



: r ) ; 3 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
| | Kalimantan Tengah,
T B - B Nomor : 03 Tahun 1988
IV. | ADMINISTRASIDAN | Tanggal @ 15 April 1988

PENGELOLAAN § Seri - C

A. Tenaga kerja { 1. Tenaga kerja terdiri dari :
; a. Pimpinan dengan pendidikan seku- An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
i rang-kurangnya SMTP dan berpenga- : KALIMANTAN TENGAH
1 laman bekerja 3 tahun di bidang usaha SEKRETARIS WILAY AH/DAERAH,
i billiard. Mewakili,
5 b. Administrasi dan keuangan dengan
: tingkat pendidikan sekurang kurang ' Cap/ttd.

nya SMTP atau yang sederajat.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa ke- Ir EEGERSON
sehatannya secara periodik sekurang-ku- NIP. 080 012 164
rangnya 1 kali dalam setahun.

Sistim administrasi dan pengelolaan harus
memenuhi ketentuan perundangan yang ber-
laku.

B. Administrasi dan
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Palangka Raya, 6 Juni 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT I
KALIMANTAN TENG AH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
DIAGAU LAMPE \ GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42—-042 Tanggal, 15 Januari 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

Drs. MOEGIANTO
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LAMPIRANIX PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL : 6 JUNI 1987
KELAB MALAM
| 1 T
No. | i
%Urut l Unsur Persyaratan 1 Uraian Persyaratan
| _ 4
1 2 | 3
| |
| T | PERSYARATANUMUM |
% A. Lokasi i 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor
! } roda empat.
} { 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.
: | 3. Tidak berada atau dekat dengan daerah
] | pemukiman penduduk, tempat peribadat-
an, Sekolah.
B. Luas dan penataran Luas dan penataan ruangan harus memper-
ruangan hatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi
serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.

C. Bangunan 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan
tata bangunan dan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundangan yang berla-
ku.

2. Tersedia papan nama usaha dibangun
depan yang jelas dan mudah dibaca oleh
umum.

D. Tempat parkir Tersedia tempat pakir kendaraan bermotor

dengan luas yang cukup dan kondisi yang

| memadai untuk menampung kendaraan
f roda empat.
|
IL. FASILITAS YANG
TERSEDIA .
A. Tempat duduk dan 1. a. Ruangan duduk tamu yang tersedia
melantai kursi dan meja dengan kapasitas mini-
mal 50 orang dengan tiap tempat
duduk.
b. Setiap tempat duduk diperlukan
ruangan seluas 1,2 M2
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B. Fasilitas lainnya

C. Jasa pelayanan makan

dan minum

D. Sarana pelayanan
umum

1.

o

Kantor

. Air bersih

. Sistim sirkulasi

dan pengatur suhu
udara

. Sistim pencegahan

dan pemadam ke-
bakaran.

. Sistim tata suara

limbah dan drai-
nase.

© 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan

kapasitas 25% dari

duduk.

kapasitas tempat

' 3. Tempat pertunjukan lantai.
+ 4. Ruangan harus kedap suara.

1. Tersedia panggung tempat musik pengi-

ring (band)

2. Peralatan musik dan sistim tata suara

yang baik.

. 3. Ruang rias bagi artis dan pramuria.
. 4. Ruang tunggu untuk pramuria.
~ 5. Ruang tunggu (lobby) bagi pengunjung.

* Tersedia tempat penyediaan jasa pelayanan
- makan minum dan harus memenuhi keten-
| tuan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya
yang cukup dan mempunyai sumber daya
cadangan.

b. Instalasi listrik harus memenuhi

ketentuan perundangan yang ber-
laku,

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi
syarat sesuai dengan peruntukannya ber-
dasarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi
udara dan atau pengatur suhu udara harus
baik.

a. Tersedia peralatan pencegahan dan pema-
dam kebakaran berupa alarm dan tabung
pemadam kebakaran dalam jumlah yang
cukup.

b. Tersedia pintu darurat.

Tersedia sistim tata suara (sound systim)

untuk pengeras suara dan musik.
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A. Tenaga kerja

1. Tenaga kerja terdiri dari :

1 ‘ 2 3 Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

I L B L L Nomor 973.435.42—042 Tanggal, 15 Januari 1988.

IIL. i FASILIATAS PERLENG- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomij

i Daerah;

% KAPAN Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah, e
| Komunikasi Tersedia telepon untuk umum '
! Cap/ttd

IV. | ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN Dis. MOEGIANTO

a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-
kurangnya SMTA dan berpengalaman
3 tahun di bidang usaha kelab malam.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah;

Nomor : 03 Tahun 1988

b. Administrasi dan keuangan dengan Tanggal 15 April 1988
tingkat pendidikan sekurang-kurang- Seri C
i nya SMEA atau sederajat.
i c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
i d. Pramuria. KALIMANTAN TENGAH
‘ SEKRET
‘! 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa ke- RETARIS WILA.Y.AH/ DAERAH,
| L Mewakili,
a sehatannya secara periodik sekurang- ku
;\ rangnya satu kali dalam setahun Cap/ttd
! B. Administrasi dan Sistim administrasi dan pengelolaan harus
\ ‘pengelola
} pengelolaan memenuhi ketentuan perundangan yang ber- lr._li_.__G_E_E_S__O_I_\J__
i| laku. NIP. 080 012 164
Palangka Raya, 6 Juni 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT ] TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
DJAGAU LAMPE GATOT AMRIH, SH !
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No.
L urut

LAMPIRAN X

DISKOTIK

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 1987
TANGGAL: 6 JUNI 1987

Unsur Persyaratan

Uraian persyaratan

[ ]

|
|

PERSYARATAN UMUM
A. Lokasi

B. Luas penataan ruangan

C. Bangunaan

GO SO SO

! D. Tempat parkir

FASILITAS YANG

HARUS TERSEDIA

A. Tempat duduk dan
melantai.

U UOUUU NRPUUROUY ISP

1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor
roda empat

. Sesuai dengan perencanaan tata kota

. Tidak berada atau dekat dengan daerah
pemukiman penduduk, tempat peribadat-
an dan sekolah.

W N

: Luas dan penataan ruangan harus memper-

hatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi
serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan
tata bangunan dan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundangan yang ber-
laku.

2. Tersedia papan nama usaha di bangun di-
depan yang jelas dan mudah dibaca oleh
umum.

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor
! dengan luas yang cukup dan kondisi yang
memadai untuk menampung kendaraan roda
empat.

1. a. Tersedia ruangan duduk tamu yang
tersedia kursi dan meja dengan kapa-
sitas minimal 30 orang.

b. Setiap tempat duduk diperlukan
ruangan seluas 1 x 2 m2.

B. Fasilitas lainnya

C. Jasa pelayanan makan
] dan minum. '

D. Fasilitas pelayanan
umum
1. Kantor
2. Toilet

3. Tempat pembayaran

4. Fasilitas kebersih-
an

5. Fasilitas P3K

E. Instansi teknik
1. Tenaga listrik

2. Air bersih

3. Sistim sirkulasi
dan pengatur suhu
udara.

|
I
i
|
!
E
i
\
[
|
|
|
1
!
{
|
I
|
|
!
!
!
|
i
I
I

i 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan

kapatisas 50% dari kapasitas tempat du-
duk.

- 3. Ruangan harus kedap suara.

Tersedia sistim tata suara dan atraksi cahaya

¢ lampu untuk melantai.

Tersedia snak bar (counter) atau penyediaan
jasa pelayanan makan dan minum lainnya
dan memenuhi ketentuan peraturan perun-
dangan yang berlaku.

Tersedia ruangan kantor pengelola

tersedia toilet untuk pria dan wanita yang
terpisah dengan jumlah yang cukup.

Tersedia ruangan atau cuonter untuk mela-
yani pemesanan dan pembayaran bagi para
pengunjung.

. Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang

cukup.

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah
yang cukup.

a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang
cukup dan mempunyai sumber daya ca-
dangan

b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi

syarat sesuai dengan peruntukannya berda-
sarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi
udara dan atau pengatur suhu udara harus
baik.
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4. Sistim pencegahan . a. Tersedia peralatan pencegahan dan pema-
dan pemadam dam kebakaran berupa; alaramdan tabung
kebakaran. gas pemadam kebakaran dalam jumlah

yang cukup
b. Tersedia pintu darurat.

Tersedia sistim tata suara (sound sistim)
untuk pengeras suara dan musik.

6. Sistim pembuangan Sistim pembuangan limbah yang memenu-
limbah dan drainage ~ hi persyaratan sanitasi dan hygiene serta

‘ ' drainage sesuai ketentuan peraturan perun-
': . dangan yang berlaku.

5. Sistim tatasuara

. Palangka Raya, 6 Juni 1987.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
Cap/ttd, Cap/1td,
DJAGAU LAMPE GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.42.042 Tanggal, 15 Januari 1988 .

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.
Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1

Kalimantan Tengah ;
Nomor : 03 Tahun 1988
Tanggal : 15 April 1988
Seri . C
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Mewakili,
Cap/ttd,

i EGERSON

NIP. 080 012 164

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

IL

TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 1987
TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Pariwisata merupakan salah satu bentuk jasa komoditi non migas perlu di-
bina dan dikembangkan secara terarah guna menunjang pembangunan secara
menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1969, urusan kepari-
wisataan telah diserahkan kepada Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan, sebagai salah
satu upaya untuk memeratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab, maka
kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagai salah satu kegiatan kepari-
wisataan perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan secara terarah.

Sebelum urusan kepariwisataan diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat
I, pembinaan usaha rekreasi dan hiburan umum dalam wilayah Propinsi-Pro-
pinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah dilakukan oleh masing-masing
Daerah Tingkat II sehingga tidak terdapat keseragaman pengaturannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kali-
mantan Tengah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organi-
sasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Te-
ngah dan Keputusan Menteri Pariwisata Pos danTelekomunikasi Nomor KM.70/
PW. 105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,
maka pembinaan usaha rekreasi dan hiburan umum dapat dilaksanakan secara
terarah, sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tinggi-
nya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini tidak mengurangi hak dan
kewajiban Daerah Tingkat II Dalam Pembinaan kegiatan usaha rekreasi dan
hiburan umum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Badan usaha berupa Perseroan Komoditi (CV), Firma (Fa), Koperasi dan
Yayasan yang didirikan dengan akte Notaris,
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Pasal 5 ayat (2)

Yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk mendorong agar pengusaha berusaha untuk lebih meningkatkan
pasilitas pelayanan, sehingga merupakan daya tarik bagi arus wisata, na-
mun demikian mengingat kondisi dan fasilitas di daerah Kalimantan Te-
ngah masih serba terbatas, maka dalam batas tertentu persyaratan-persya-
ratan tersebut dapat diperlunak dengan memperhatikan perkembangan
keadaan dengan ketentuan bahwa tahab diusahakan agar persyaratan
bisa dicapai.

Pasal 6 ayat (1)
Tata Buku dilaksanakan secara teratur dan baik walaupun sederhana se-
hingga memudahkan pembuatan laporan dan pengawasan.

Pasal 6 ayat (2)
Yang dimaksud dengan perlindungan hanya menyediakan fasilitas yang
perlu.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8s/dPasal 9 .  Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11
Izin usaha dicabut setelah melalui surat peringatan paling banyak 3 (tiga)
kali tembusan surat peringatan dimaksud disampaikan kepada Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 12
Berhasil tidaknya usaha rekreasi dan hiburan umum sangat bergantung
kepada pembinaan pengawasan.
Oleh karena itu Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawas-
an umum secara berdayaguna dan berhasil guna terhadap usaha rekreasi
dan hiburan umum. ‘
Kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan tidak mengu-
rangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata untuk melakukan pembi-
naan umum dan pengawasan umum terhadap usaha rekreasi dan hiburan
umum benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pen-
dapatan daerah, pengelolaannya harus dilakukan cara propesional effektip
dan efisien serta berdasarkan azas-azas ekonomi perusahaan.

Pasal 13 s/d Pasal 22 :  Cukup jelas.




